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PROVINSI KALIMANTAN &RLATAN 

PRRATURAN NUPATI NULU sUNGAI SELATAN 
NOMOR TANUN 2018 

TENTANa 
PENDELRGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN 
IzIN USANA MIKRO DAN KRCIL KEPADA CAMAT 

DI KABUPATEN NULU SUNGAI SELATAN 

DRNGAN RANMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI NULU SUNGAI SELATAN 

Menimbang a. tahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) 
raturan Presiden Nomor 98 Tahuun 2014 tentang Perizinan 
untuk Usaha Mikn dan Keril, dipandang perlu nnendelegasikan 
kewenangan pelaksanaan perizinan usatha mikno dan kecil 
kepada Camat di Kabupsaten aulu Sungai Selatan: 

b.tahwa bendasarkan pertinbangan scbagaimana dimaksud 
dalam hurut a, pxrlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang 
ndelegasian Kewrnangan rlaksanaan lain Usaha Mikno dan 
Necil Kepuda Canmat di Kabuputen Hulu Sungai Selatan, 

.Pasal 18 ayat (o) Undang Undang Dasar Negara Republik 
lndonesia Tahun 1945, 

Mengingat 

Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penctapan 

Undang Undang Darurat Nomor 

rmbentukan Daerah Tingkat 1 di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 1959 Nonmor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1820): 

3Tahun 1953 tentang 

3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengath (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4Soo): 

4 Undang Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang Pembentukan 

Peratran Perundang undangan (lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tanmbuhan Lembaran Neg:ara 
Republik lndonesia Nomor 523-4) 

s. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdaganga 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 45, 
Tambahan Lembaran Negara Repulblik Indonesia Nomor 5512) 



2-
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintah 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Daerah (Lembaran Negara Republik 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik IndonesiaNomor 5404); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814); 

10.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 

Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110); 

MEMUTUSKAN: 

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN 1ZIN USAHA 
MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DI KABUPATEN HULU 

Menetapkan: 

sUNGAI SELATAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 
1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan. 
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

5. Usaha Mikro adalah Usaha Produktif milik orang perorangan dan/atau badan 
usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah. 
6. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan 

oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi 
bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar 
yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 
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7. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan 1UMK adalah 

tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam 

bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk atau lembar. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pemberian 1UMK 

bagi pelaku usaha mikro dan kecil. 

BAB III 

TUJUAN 
Pasal 3 

Tujuan pendelegasian kewenangan pemberian IUMK ini untuk memberikan 

kemudahan penyelenggaraan pelayanan perizinan pada pelaku usaha mikro dan 

kecil. 

BAB V 
PENDELEGASIAN KEWENANGAN 

Pasal 4 

Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Camat sebagai pelaksana IUMK. 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan. 

Peraturan 

PARAF KOORDINASI 
Kabag 

Hukum 

Ditetapkan di Kandangan 

pada tanggal 29 eptember 2015 
Kasubbag Kepala 

Dispckedgkoqudra PerUUan 
tgl,-os| tgl, 284-2015 tg,- 4BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

2m 

ACHMAD FIKRY 

Diundangkan di Kandangan 

pada tanggal 29 eptember 2015 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN HULU SUNGAT SELATAN 

M.IDERAM 

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 
TAHUN 2015 NOMOR 54 



{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }

